
 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR 206 TAHUN 2016 

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 

NOMOR 5 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 

TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 

2012-2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CIMAHI, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian arah 

dan konsistesi kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah secara 

berkesinambungan serta untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan 

daerah yang efektif, efisien dan  tepat 

sasaran diperlukan perencanaan yang 

komprehensif; 

 



 

 

  b. bahwa dengan ditetapkannya 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019 dan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi  Jawa Barat Tahun 2013-

2018, serta dalam rangka 

menyelaraskan program prioritas 

Nasional NAWACITA, maka perlu 

dilakukan penyesuaian dengan 

mengadakan Perubahan terhadap 

Peraturan Daerah tersebut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kota Cimahi tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 

2012-2017; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851); 



 

 

  2.  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 

2001 tentang Pembentukan Kota 

Cimahi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4116); 

  3.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, Dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 421); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 



 

 

  6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  8.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 



 

 

  10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran   Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara 



 

 

Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

  15.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019;  

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 



 

 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

  18.  Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 10); 

  19.  Peraturan Bersama Menteri Riset dan 

Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2012 tentang Penguatan Sistem 

Inovasi Daerah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 484); 

  20.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana 



 

 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025(Lembaran Daerah Tahun 2010 

Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

87); 

  21.  Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 

25 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 

Tahun 2013); 

  22.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota 

Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota 

Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri 

D); 



 

 

  23.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran 

Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 

Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota 

Cimahi Tahun2011 Nomor 117 Seri D); 

  24.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

dan Kelurahan di Kota Cimahi 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Kecamatan dan 

Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran 

Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 

Nomor 142 Seri D); 

  25.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2011 Nomor 134 Seri E); 



 

 

  26.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri 

Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2012 Nomor 143 Seri D); 

  27.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2013 Nomor 158); 

  28.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 

2012-2032 (Lembaran Daerah Kota 

Cimahi Tahun 2013 Nomor 160); 

  29.  Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 

5 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 2012-2032 (Lembaran Daerah 

Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161); 

  30.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Cimahi (Lembaran 

Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 

Nomor 193); 

  31.  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Lembaga Teknis Daerah 

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota 

Cimahi Tahun 2015 Nomor 194); 



 

 

  32.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Cimahi 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2015 Nomor 194); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI 

dan 

WALI KOTA CIMAHI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI 2012-
2017. 

   

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Cimahi 2012-2017 

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2013 Nomor 161) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) 

huruf yaitu huruf c sehingga  Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

RPJMD merupakan : 

a. penjabaran visi, misi dan program 

Wali kota ke dalam strategi 

pembangunan daerah, kebijakan 



 

 

umum, program prioritas Wali 

kota, dan arah kebijakan 

keuangan daerah, dengan 

mempertimbangkan RPJPD; 

b. dokumen perencanaan daerah 

yang memberikan arah sekaligus 

acuan bagi seluruh komponen 

pelaku pembangunan daerah 

dalam mewujudkan pembangunan 

daerah yang berkesinambungan. 

c.  Mengukuhkan program dan 

kegiatan yang telah disusun pada 

Tahun Anggaran 2016. 

2. Di antara Ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 

disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) 

dan ayat (3b), sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka menjaga 

kesinambungan pembangunan 

dan untuk menghindari 

kekosongan rencana 

pembangunan daerah, Wali kota 

yang sedang memerintah pada 

tahun terakhir pemerintahannya 

wajib menyusun RKPD untuk 

tahun pertama periode 

pemerintahan tahun berikutnya 

dengan berpedoman pada 

RPJMD lama sebelum RPJMD 

baru tersusun. 



 

 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyusunan APBD tahun 

pertama periode pemerintahan 

Wali kota berikutnya. 

(3) RPJMD dijadikan dasar Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban 

Wali kota Tahun 2012 sampai 

dengan Tahun 2017. 

(3a)  Perubahan RPJMD perlu 

dilakukan dalam rangka menye- 

laraskan dan menjaga 

harmonisasi antara RPJM 

Nasional dan RPJM Daerah 

sehubungan dengan telah 

disusunnya RPJMD Propinsi 

Jawa Barat Tahun 2013-2018 

serta RPJM Nasional Tahun 

2015-2019 yang mengama-

natkan sembilan agenda prioritas 

Nasional (NAWACITA). 

(3b) Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) 

Tahun 2016 dan Tahun 2017 

mengacu pada dokumen 

Perubahan RPJMD 2012-2017 

sedangkan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) 

Tahun sebelumnya mengacu 

pada dokumen RPJMD 2012-

2017. 

 

 



 

 

(4) Dokumen perencanaan yang 

telah ada sebelum Peraturan 

Daerah ini ditetapkan sepanjang 

tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini, masih 

tetap berlaku sampai ditetap-

kannya dokumen peren-canaan 

yang baru berdasarkan 

Peraturan Daerah ini. 

3. Merubah Lampiran Peraturan Daerah 

Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota 

Cimahi 2012-2017 (Lembaran Daerah 

Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kota Cimahi. 



MUHAMAD YANI 
 

 

 

 

  Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 7 Oktober 2016 

 WALI KOTA CIMAHI, 
 

Ttd 

 
ATTY SUHARTI 

 

 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 7 Oktober 2016 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2016 NOMOR  206 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI 
JAWA BARAT 5/213/2016. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI 
 
 


